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ABSTRAK 
Kemajuan teknologi khususnya teknologi komunikasi  dan informasi seringkali menimbulkan pelanggaran 
hak cipta. Banyak sekali saat ini penggunaan karya tulis dan lagu melalui internet,  dilakukan tanpa ijin 
pencipta dan pada akhirnya menghasilkan keuntungan finansial bagi penggunanya, contohnya mengcover 
lagu, mengunduh data atau tulisan dan lain sebagainya. Semua itu  merupakan bentuk- bentuk pelanggaran 
hak cipta  akibat kemajuan teknologi, yang saat ini semakin merebak. Undang-undang No.28 Tahun 2018 
Tentang Hak Cipta telah mengatur tata cara penggunaan hak cipta milik orang lain agar tidak didaulat 
sebagai pelanggar hak cipta dan terhindar dari sanksi bagi pelanggaran tersebut, namun pelanggaran demi 
pelanggaran hak cipta tidak berkurang melainkan semakin beragam, sejalan semakin berkembangnya 
teknologi. Pokok permasalahan dari tulisan ini adalah   
Kata Kunci: Hak Cipta,  Pelanggaran Hak Cipta, Dampak Teknologi,  
  
 
I. LATAR BELAKANG 
Manusia pada hakikatnya selalu mencari solusi atas persoalan yang dihadapinya.  Teknologi adalah ilmu 
yang dipakai manusia untuk mempermudah, mempercepat dan menyempurnakan cara melakukan sesuatu. 
Berhitung adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Prinsip berhitung itu kemudian yang 
melahirkan ide mengenai alat  dan atau sistem komputasi.  
Asal mula komputer adalah kalkulator yang berupa mesin yang dapat menyajikan fungsi aritmatika 
dengan angka, termasuk penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian (Pfaffenberger, 2002, 
Computers in Your Future, http://vig.prenhall.com/samplechapter/0130898155.pdf). Fungsi-fungsi itu 
menjadi basis pengembagan aplikasi komputasi sebagaimana yang dikenal saat ini.  
Secara historis, pada tahun 1822, Charles Babbage membuat  dan mengembangkan Difference Engine 
yang dianggap sebagai mesin komputasi otomatis pertama. (Anonim, Computing Basic, 
http://www.ftms.edu.my/images/Document/CSCA0101%20-%20Computing%20Basics/csca0101_ch01.pdf). 
Pada tahun 1837,  Babbage mengajukan Arithmetic Logic Unit  (ALU) sebagai aplikasi komputer. (Anonim, 
Computing Basic, http://www.ftms.edu.my/images/Document/CSCA0101%20-
%20Computing%20Basics/csca0101_ch01.pdf ). Dengan basis itu, kemudian dikembangkan aplikasi untuk 
sistem komputer. Saat ini, teknologi informasi telah berkembang sedemikian rupa. Dengan teknologi 
informasi, segenap aktivitas dapat dilakukan secara masif, real-time, tidak terkendala dengan batas negara 
atau wilayah.  
Pada tahun 1990-an dikembangkan sistem digital yang kemudian menempatkan segenap produk kreatif 
ke dalam sistem jaringan internet. Komputer dan internet telah mengubah paradigma kerja dan berpikir 
manusia. Dari yang sifatnya terbatas pada lokasi, jumlah koneksi dan pihak yang dapat mengakses dan atau 
berkomunikasi menjadi massif, real time dan tidak terkendala dengan batas wilayah.  
Komputer juga telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk memperbanyak hasil kerja dan 
mengirimkan atau berbagi ke sebanyak mungkin manusia. Teknologi informasi menjadikan biaya yang lebih 
murah untuk mengkopi dan mengirimkan, bahkan untuk memanipulasi informasi dan kekayaan intelektual 
(Anonim, Impact of Technology on Enforcement of Intellectual Property Rights, 
https://www.princeton.edu/~ota/disk2/1986/8610/861007.PDF). Selain itu, kecepatan menjadi keunggulan 
dari aplikasi komputer. 
Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat. (Hanafizadeh et al, 2017). 
Masyarakat menikmati keunggulan dari adanya teknologi informasi. Masyarakat saling terhubungkan satu 
sama lainnya dengan teknologi informasi. Teknologi informasi memudahkan aktivitas masyarakat.  
Teknologi informasi tidak hanya memberikan kemudahan, kecepatan, kemurahan, kemampuan 
menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, tetapi juga dampak negatif berupa kemudahan untuk 
melakukan tindakan ilegal seperti menggandakan produk-produk kreatif sekaligus mendistribusikan dan 
menyebarkannya. (Mansell & Steinmueller, 2011). Pemerintah merespon keresahan dan kecemasan kalangan 
industri kreatif yang mengklaim adanya penurunan pendapatan dari penjualan musik, film, dan program 
televisi yang diatribusikan pada aktivitas berbagi file yang berisikan produk-produk kreatif. Saat ini mudah 
menemukan internet service provider (ISP) yang menyediakan link untuk mengunduh file-file yang berisikan 
produk kreatif dan produk hak cipta. 
 Secara hukum, fenomena ini membutuhkan respon. Hukum dibutuhkan untuk menjadi sarana atau 
instrumen untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak produser dan pihak-pihak yang berkaitan 
dengan itu. Tindakan berbagi file produk kreatif dan hak cipta. Tidak terkecuali di Indonesia. Pada masa lalu, 
di pertengahan dekade 1980-an, Indonesia dikenal sebagai tempat yang sangat subur untuk pembajakan 
produk-produk kreatif dan hak cipta.  
Kritik dan protes negara-negara yang berkepentingan terhadap tindakan ilegal dijawab oleh Pemerintah 
Indonesia dengan mengeluarkan dan memberlakukan ketentuan hukum di bidang kekayaan intelektual.  
Pemerintah Indonesia  kemudian melakukan penertiban terhadap produk-produk ilegal industri kreatif dan 
hak cipta. Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
dan Karya Tulis. Hal ini sejalan dengan upaya World Intellectual Property Organization (WIPO) yang 
mempromosikan inovasi muatan hak cipta dan melindunginya dari pembajakan. (Lipton, 2005: 118) 
Perlindungan hukum terhadap hak cipta dan karya tulis menjadi sangat penting. Hak cipta adalah 
kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berperanan penting dalam 
mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Adanya perlindungan hukum di 
bidang hak cipta akan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra oleh para 
penggiat seni dan ilmuwan. 
 
II. POKOK PERMASALAH DAN METODE PENULISAN 
Kemajuan teknologi informasi telah mengantarkan manusia pada kemajuan yang tidak terbayangkan 
sebelumnya. Kecepatan, jarak dan multi pihak menjadi keunggulan yang diberikan oleh teknologi informasi. 
Seperti lazimnya, kemajuan membawa ekses. Kemajuan atau keunggulan teknologi informasi telah 
melahirkan persoalan berupa pelanggaran hak cipta. Dunia dan Indonesia telah mengatur soal perlindungan 
hak cipta. Tulisan ini memusatkan perhatian pada isu normatif berkenaan dengan Hak Cipta. Bagaimana 
Hukum melindungi Hak Cipta dari pelanggaran yang disebabkan oleh teknologi informasi? 
Permasalahan ini ditinjau dari sisi normatif dengan merujuk pada aspek pelaksanaan dan penegakan 
ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Mengenai penelitian hukum normatif,  
Johnny Ibrahim mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk 
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. (Ibrahim, 2008: 48) 
Penelitian hukum normatif  bersifat sui generis. (Ibrahim, 2008: 48). Logika keilmuan yang ajeg dalam 
penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, 
yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.   
Penelitian hukum normatif berkenaan dengan inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, 
penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan 
hukum, dan sejarah hukum. (Muhammad, 2004 dalam Marzuki, 2005). Secara normatif, hak cipta telah diatur 
oleh Indonesia sejak lama. Perlindungan hak cipta tidak hanya berkenaan dengan kepentingan asing, tetapi 
dimaksudkan untuk menggairahkan aktivitas ilmu pengetahuan dan seni yang berasal dari Indonesia. 
 
III.PEMBAHASAN  
Hak Cipta adalah konsep universal yang dikenal sejak lama. Sekitar tahun 1740 dan 1790 sejarah hak 
cipta bermula yang dipelopori oleh para penulis, pemikir, ilmuwan seperti William Blackstone (1723-1780), 
Denis Diderot (1712-1784) dan Johann Stephan Pütter (1725-1807). Kemudian hak cipta menjadi isu hukum 
penting dimana hal itu termanifestasikan ke dalam pengakuan terhadap hak milik karya sastra, hak 
pengarang, hak penerbit  atau hak cipta (Kretschmer et al, 2010, Introduction: The History of Copyright 
History, http://eprints.bournemouth.ac.uk/16089/1/_History_of_Copyright_History.pdf). Konsep hak cipta 
bertahan dikenal semua tradisi atau sistem hukum mana pun di dunia. 
Indonesia sejak tahun 1982 telah memiliki Undang-Undang tentang hak cipta yaitu Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 1982 yang telah mengalami 5 kali revisi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 
28 Tahun 2014.   
Hak Cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1  menyebutkan  Hak 
Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu 
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan Ciptaan disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang 
Hak Cipta Pasal 40 ayat 1, berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri dari:  
a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;  
b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;  
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;  
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;  
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;  
 f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau 
kolase;  
g. karya seni terapan;  
h. karya arsitektur;  
i. peta;  
j. karya seni batik atau seni motif lain;  
k. karya fotografi;  
l. potret;  
m. karya sinematografi;  
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain 
dari hasil transformasi;  
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;  
p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun 
media lainnya;  
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;  
r. permainan video; dan  
s. Program Komputer  
 
Semua produk hak cipta tercakup dalam ketentuan ini. Artinya cakupan ketentuan mengenai ciptaan luas dan 
sesuai dengan yang terdapat di dunia.  
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan sejumlah pelanggaran yang diatur 
dalam beberapa pasal, Pasal 9 ayat 3; Pasal 12; Pasal 23 ayat 2; Pasal 24 ayat 2; Pasal 25 ayat 2; Pasal 40; a 
contrario Pasal 44; a contrarion Pasal 45; a contrario 46; a contrario Pasal 49; Pasal 50; Pasal. Pelanggaran 
hak cipta berupa tindakan: 
1) Tanpa hak melakukan perbuatan penggunaan secara komersial, suatu ciptaan;  
2) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial atas suatu 
ciptaan;  
3) Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
pencipta;  
4) Melakukan bentuk pembajakan, atas suatu ciptaan;  
5) Mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui 
membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak 
Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya;  
6) Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara 
Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret untuk 
kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media 
elektronik maupun non elektronik;  
7) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri melakukan kegiatan 
penarikan Royalti.  
Secara normatif, ketentuan hukum mengenai Hak Cipta telah mencakup hal-hal yang umum diatur di dunia. 
Teknologi informasi memungkinkan siapapun untuk menggandakan dan mendistribusikan via jaringan 
internet produk-produk kreatif dan hak cipta. Internet Service Provider (ISP) atau mesin pencari seperti 
Google, Yahoo, Youtube menjadi tempat virtual untuk menyimpan, menggandakan, mendistribusikan 
produk-produk kreatif dan hak cipta. Tidak hanya ISP, jejaring sosial media seperti Twitter, Facebook, Path, 
Instagram dapat menjadi tempat virtual untuk menggandakan dan mendistribusikan produk-produk kreatif 
dan hak cipta.  
Seseorang dapat membeli buku atau compact disk (CD) atau video compact disk  (VCD) atau DVD atau 
format yang terbaru resmi atau legal, kemudian mengunggahnya ke situs atau blog pribadi yang dapat diakses 
oleh siapa pun dengan tanpa motif mendapatkan keuntungan dari hal itu. Dalam hal demikian, pemegang hak 
cipta dirugikan. Hasil karyanya dapat diakses tanpa hak dan membayar oleh siapa pun.  
Youtube telah memblokir sejumlah link atau unggahan yang diduga melanggar hak cipta. Pengguna 
youtube hanya dapat melihat atau menonton cuplikan film atau konser musik atau  pertunjukan lainnya tanpa 
dapat menyimpannya. Tetapi, seperti halnya, kartu kredit atau situs-situs jual beli dapat ditembus sistem 
jaringannya, sehingga pihak yang tidak berhak dapat mengunduh file atau unggahan dan menyimpannya serta 
mendistribusikannya melalui situs pribadi atau pun jejaring sosial media.  
Rumah atau tempat hiburan karaoke juga dapat melanggar hak cipta jika menggunakan lagu-lagu yang 
berasal dari sumber ilegal atau hasil bajakan. Teknologi saat ini memudahkan siapapun dapat mengunduh file 
lagu-lagu dari situs yang tidak memiliki lisensi atau hak untuk mendistribusikan atau mengedarkan produk-
produk kreatif atau hak cipta.  
 Dengan kemungkinan mudahnya pelanggaran hak cipta terjadi, penegakann hukum menghadapi 
tantangan yang tidak kecil. Dapat dikatakan pelanggaran hak cipta lebih cepat terjadi dan dapat bersifat masif 
ketimbang upaya pencegahan maupun penegakan hukum atasnya. Tentunya, aparat hukum tidak boleh 
membiarkan pelanggaran hukum atas hak cipta terjadi. Persoalannya, ada keterbatasan jumlah, sarana dan 
kompetensi dari aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran hukum atas hak cipta.  
Pada tahun 2011, sejak berdirinya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) kemudian 
menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)  Kementerian Hukum dan HAM telah menangani 
sekitar 60 kasus pelanggaran hak cipta. (Puput, 2017, Dirjen HKI Tangani 60 Kasus Pelanggaran Hak Cipta, 
http://startuphki.com/dirjen-hki-tangani-60-kasus-pelanggaran-hak-cipta/). Angka yang sama pula yang 
ditangani oleh DJKI pada tahun berikutnya. (Puput, 2017, Dirjen HKI Tangani 60 Kasus Pelanggaran Hak 
Cipta, http://startuphki.com/dirjen-hki-tangani-60-kasus-pelanggaran-hak-cipta/). Direktorat Tindak Pidana 
Ekonomi dan Khusus Bareskrim Pori mencatat  pelanggaran hak cipta merupakan kasus yang paling dominan 
selama kurun waktu 2011-2016 sebanyak 616 kasus (Issetiabudi & Basari, 2017, 
http://kabar24.bisnis.com/read/20171011/16/697954/ini-dia-tren-kasus-pelanggaran-hki). Namun tidak 
banyak kasus pelanggaran hak cipta yang sampai ke pengadilan dan diputus bersalah. 
Pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi di kota-kota, tetapi juga hingga ke daerah perbatasan.  Di pintu 
masuk wilayah Republik Indonesia pelanggaran hak cipta terjadi.  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
(DJKI) Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dikutip Dr. Suprapedi, M.Eng, peneliti LIPI mencatat 
kasus pelanggaran hak cipta di daerah perbatasan.  
 
Grafik 1 
Kasus Kekayaan Intelektual di Daerah Perbatasan 
 
 
Sumber: Suprapedi, 2013, Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual  di Daerah Perbatasan, 
http://hki.umm.ac.id/files/file/download/seminar%20diseminasi/Suprapedi_TCF%20-%20EU%20Surabaya%20-
%20Medan%20Distributed2.pptx 
 
Penegakan hukum hak cipta tidak dapat disandarkan sepenuhnya pada aparat hukum. Pemilik hak cipta 
dapat melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dialaminya. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta Pasal 100 menyebutkan  dan mengatur tata cara melakukan gugatan. Selengkapnya, 
sebagai berikut: 
1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.  
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register 
perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.  
3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang 
sama dengan tanggal pendaftaran.  
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga 
dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.  
 5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga 
menetapkan Hari sidang.  
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 
(tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. 
Proses hukum terhadap gugatan tersebut relatif cepat. Ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta  Pasal 101 (1) menyatakan putusan harus diucapkan paling lama 90 hari sejak gugatan 
didaftarkan dan dapat diperpanjang selama 30 hari sebagaimana diatur dan dinyatakan pada ayat 2. 
Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta yang tidak puas atau tidak menerima putusan 
Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta Pasal 102 (1). Syarat untuk melakukan kasasi adalah dengan menyampaikan 
memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal permohonan 
kasasi didaftarkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta Pasal 103 (1).  
Sebaliknya, Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi dalam waktu paling 
lama 7 hari sejak Panitera menerima memori kasasi sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 103 ayat 4. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Niaga 
wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 hari 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 104 ayat 1. 
Mahkamah Agung harus memutus permohonan kasasi paling lama 90 hari sejak diterimanya permohonan 
kasasi oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta Pasal 104 ayat 2. 
Gugatan keperdataan ini tidak menutup kemungkinan pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan 
secara pidana sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 
105. Pelanggaran Hak Cipta merupakan delik aduan, maka pihak yang dirugikan atau pemilik harus 
melaporkan ke pihak kepolisian.  
 
IV. SIMPULAN  
Indonesia telah memiliki ketentuan hukum Hak Cipta sejak tahun 1982. Perlindungan hak cipta 
mendapatkan tantangan dengan kemajuan teknologi informasi. Penggandaan dan pendistribusian produk-
produk kreatif atau hak cipta.  Kemajuan teknologi informasi telah menimbulkan kerentanan terhadap Hak 
Cipta.  Pelanggaran Hak Cipta menjadi lebih mudah terjadi. Pengunggahan, pengunduhan dan 
pendistribusian  produk-produk kreatif dan Hak Cipta dapat lebih mudah dilakukan dengan waktu yang 
singkat dan disebar ke sebanyak mungkin pengguna. Penegakan hukum yang dilakukan tidak sebanding 
dengan pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum Hak Cipta jauh tertinggal dari pelanggaran yang terjadi. 
Teknologi informasi memungkinkan terjadi pelanggaran Hak Cipta dalam waktu yang cepat.  
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